SUBSTANSI KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM PERSEPSI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (SUATU ANALISIS YURIDIS-HISTORIS) by CH, Sukirno
fAKRAw ALA HUKU,}t Vol VI No.2 Tahun 2011
SUBSTANSI KEISTIMEWA,AN YO GYAKARTA
DALAM PERSEPSI PEMEENTUK UNDANG.UNDANG(suATU ANArrsrs yuRrDrs_HrsToRrs)
Sukinno CH
Dosen Fakultas Hukum Universitas proklamasi 45
Abstract
by,h e J:yilil: :fi fi L Til"JJ* :l,iiilff :"ffi :ffi ::i:1has been over the rast decade has arways been a source of debate.The issue of the substance on the privllege of DIy in a raw is notarranged in a comprehensive. Through th1 0bservation with themethod of interpretation of the t"rt of the Iaw on rocar govern_
ment put forward a discussion of the perception of Iegisralors onthe substance of the privilege of DIy.
From the review ofseverar laws on locar governance canbe concluded that the substance of privirege of DIy perceived thatthe legisrators is rocated on the atiachea-ornce of Governor andDeputy Governor of DIy in the surtan of yogyakarta and pakuAIam who are enthroned. Nevertheless, imptf,iuy embodied thespirit and intent of meaning in the context of the content of theprivilege was Iimited only during the Ieadership held by Sri sur_tan Hamengkubuwono IX and paku Aram vtti. as for the ap-pointment of the next Governor and / or Deputy Governor of DIydesired done democraticary through the 
"tecto.at system,i{eywords : perception, privileges, Forming laws,and DIy.
Pengantar
Identitas istimewa yang disandang Daerah yogyakarta, oleh bangsa Indonasiatelah diterima sebagai realitas sejarah yang tidak terbantahkan sebagai kebenaranakademis dan ideorogis. Andir besar Kesurtanan yogyakarta dan KadipatenPakualaman dararn revorusi fisik perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesiamerupakan fakta sejarah yang menjadi argumen rasionar untuk meletakkan Daerah
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Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan daerah provinsi
[Sujamto,19BB: 162J.
Keistimewaan yang disandarkan pada fakta sejarah itu telah menyatu sebagai
karakter DIY, sehingga ketika dikaitkan dengan penetapan kepemimpinan Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Gubernur dan Wakil GubernurDIY telah diterima sebagai konsekuensi logis dari status istimewa yang
disandangnya. oleh karena itu, menjadi keniscayaan ketika terhadap penetapan
kepemimpinan di DIY tidak pernah muncul perdebatan yang mempersoalkan jabatan
Gubernur dan \Arakil Gubernur yang cliberikan kepaiia Sri Sultan Hamengku Buwono
IX dan Sri Paku Alam VIII sampai iabatan [ersebut ditinggalkan karena keduanya
wafat.
Problematika menyangkut kepemimpinan DIY baru mengemuka ketika kedua
R'aja di Yogyakarta tersebut wafat dan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus
segera diisi. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengkap,
terutarna yang mengatur tentang rotasi kepemimpinan di DIy itulah yang terus
menjadi sumber perdebatan dalam satu dasa warsa berakhir ini. Adapun kontent
perdebatan selalu terfokus pada substansi keistimewaan yang terdikhotomi antara
apakah keistimewaan itu ideniik dengan hak otomatis s'ultan yogyakarta dan paku
Alam yang bertahta sebagai Gu-bernur dan Wakil Gubernur DIy atau memisahkan
antara dua Kerajaan yogyakarta itu dengan birokrasi pemerintahan Diy.
Selarna irir pernahaman subslansi i<eistime!,/aan DiY iebih disandarkan pad:r
aspek kesejarahan dan landasan yuridis formal eksistensi DIy sebagai bagian dari
Negara- Kesatuan Republik Indonesia, tetapi jarang yang menulusuri bagaimana
kehendak dan persepsi pembuat undang-undang terhadap substansi keistimewaanDIY itu. oleh karena itulah, dalam upaya rnemperoleh pemahaman yang
komprehensif tentang substansi keistimewaan DIY, pembahasan permasalahan di
atas memiliki arti yang sangat penting.
Memahami Maksud Undang-Undang
Dalam konsepsi negara dernokrasi, undang-undang pada hakikatnya
merupakan perwujudan kehendak ralqyat yang dituangkan dalam rumusan-rumusan
aturan hukum sebagai pedoman manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakaL
berbangsa, dan bernegara. Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan
negara yang diberi tugas membentuk hukum. satjipto Rahardjo menegaskan,
undang-undang adalah wujud hukum tertulis yang didalamnya melekat sifat
otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Pengutaraan dalam bentuk tulisan{litera scripta} sesungguhnya hanyalah bentuk dari usaha untuk menyampaikan
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suatu ide atau pikiran, sehingga setiap rurnusan peraturan selaru mengandungsemangat dari peraturan itu [satjipto Rahardjo, tOSt : OS1.
Hukum terturus [undang-unad,gJ, sesuai fungsinya sebagai ukuran danpedoman tingkah laku manusia dalam ialu lintas pergauran hidup antar sesama,:=rus diketahui dengan benar sesuai dengan .,rkrui pengaturannya. Secara teoritikuntuk memahami maksud suatu undang-undang dapat dirakukan dengan dua cara;airu ciengan menggari semangat yang merupakan bagian dari keharusan yangmeiekat pada undang-undang, dan dengan cara menelusuri apa yang dikehendakioleh pembentuknya dengan rumusan itu, yakni dengan melakukan menafsirkanbunyi teksnya. fsatjipto Rahardjo, 1991,9SJ.
untuk menyingkap maksud yang sesungguhnya dari badan pembuat undang_undang, maka harus dilakukan dengan menerusur i mens atau sentitia rogis_nya.Filosofinya adarah bahwa inti dari undang-undang terletak di daram semangatnya.Sedang interpretasi adarah suatu proses yang ditempuh daram rangka mendapatkankepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan atau bentuk-bentukotoritatif itu (soedikno Mertokusumo, 2000 : 59_60J.
Berkait dengan upaya memahami substansi keistimewaan yogyakarta, perludicermati bagaimana ide dan penrikiran para pembentuk undang_undangsebagaimana tercermin dalarn rumusan-rumusan afuran dari suatu undang_undangSrang berraku pada periode tertentu. Berrakunya beberapa undang-undang tentang;emerintahan daerah daram sejarah ketatanega.r";;i dapat diasumsikan bahwamasing-masing undang-undang memiliki semangat dan maksud yang berbeda antarasatu dengan rainnya. sekurang-kurangnya dapat dipahami bahwa undang_undangsebagai produk politik sekaligus sebagai fenomena sosial tidak pernah bebas daripengaruh kepentingan-kepentingan poritik serta kehidupan sosiar rainnya yangberkembang pada masa yang bersangkutan.
Di samping itu seraru disadari bahwa betapapun suatu undang_undang sudahdiupayakan disusun secara cermat, teriti, Iengkap dan mencakup semuasubstansinya' tetap tidak mampu mengatasi kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan dan keremahan-keremahan. Kemendu aan {ambigur,4, ketidakjerasan:.i Ld koriflik-konflik antar bagian merupakan sebagian dari kekurangan danI<elemahan itu' Dalam perspektif sosiorogi hukum ,"trtu ternyata bahwa probrem
:L-Jri;"#':"' timbui dan oleh karena itu bagaimanapun sempurnanya
i,inburrrya 0."0,"."'lL',lT,I":"Jilxf,::,i:*:::',ili*lr,u akan dapat menorak
dalarn pengaturan tentang pemerintahan daerah, rr,#'il:;";"TllT':l;:;
I
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menjangkau semua permasalahan yang dihadapi setiap daerah, terutama tentang
keistimewaan DIY.
Dinamii<a Pemikiran Pernbentuk undang-Undang Tentang substansi
Keistimewaan Yoryakarta
Perjuangan politik dalam proses integrasi Kraton Yogyakarta dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang selama ini menjadi dasar status istimewa DIy se-
cara yuridis formal, ternyata menyisakan persoalan mendasar. Persoalan itu ber-
sumber dari pemaknaan keistirnewaan Yogyakarta yang oleh para pembuat undang-
undang belurn pernah dirumuskan secara lengkap dan jelas.
Status "istimewa" yang secara historis melekat pada eksistensi Daerah
Yogyakarta, mengandung konsekuensi untuk dimaknai dan ditentukan substansinya
secara yuridis forrnal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengaturan
mengenai substansi keistimewaan DIY dari waktu ke waktu, menunjukkan terjadinya
perubahan paralel dengan dinamika kehidupan sosial-politik Negara Republik
indonesia yang berkembang pada saat yang bersangkutan.
Dari beberapa und-ang-undang tentang pemerintahan daerah, dapat diketahui
bahwa pembentuk undang-undang, sejak tal-iun 194g telah beruralra memaknai sta-
tus istimewa sesuatu daerah. Pertama kaii terbit UU tentang pemerintahan daerah
yaitui UU No. 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Fokok Femerintahan, telah di-
atur puia secara eksplisit ieniang daerah istirriewa. Daiam Pasa! i.8 ayat [5] dan aya.i
[6] UU itu ditenrukan:
Ayat [5) Kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan yang
berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan
yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan,
kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat daerah
itu.
Ayat [6) Untllk daerah istimeura dapat diangkat seorang v,rakil kepala daerah
oleh Presiden ciengan n:e:rgingat syarat-syarat tersebut dalam ayat
[5J ini. Wakil kepala daerah istimewa adalah anggota Dewan Peme-
rintah Daerah.
Pengaturan daerah istimewa dalam pasal tersendiri itu, dari sudut pandang
politik-pemerintahan bermakra sebagai pengukuhan eksistensi suatu daerah isti-
mewa atau daerah khusus. Selain itu didalamnva juga terkandung spirit untuk mena-
ta birokrasi pemerintahan di daerah istircewa secara demokratis. Semangat itu seca-
ra lebih konkret tampak dari penjelasan pasal tersebut yang menegaskan:
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Daerah-daerah istimewa yang se,:agai termaksud daram undang_undang Dasar, pasar 18, diatur juga tenta'g pemerintahannya di dalamundang-undang pokok ini. Tentang dasa. pemerintahan di daerah is_timewa adarah tidak berberia dengan pemerintahan di daerah biasa;kekuasaan pemerintahan ada di tangan rakyat [Dewan perwakilan Ra_kyat DaerahJ.
yang berbeda iarah tentang angkatan kepaia daerahnya, rihatrahpasal 1g ayat (SJ.
|uga terdapat perbedaan sebagai tersebut daram pasal 18 ayat (6),yang mengenai angkatan wak, kepara daerah. Adapun yang dimaksud_kan ayat [6J ini iarah jikarau ada dua daerah istimewa dibentuk menja_di satu daerah menurut undang-undang pokok ini, maka perrurah di_adakan wakil kepara daerah dari keturunan sarah satu daerah yang di_gabungkan tadi.
Secara imprisit pasar 18 ayat (5) dan ayat [6J itu lebih diperuntukkan bagil;aerah Istimewa Yogyakarta, karena pada waktu itu daerah yang secara defacto terahberstatus sebagai daerah istimewa baru Daerah yogyakarta. Dari pasar 1B ayat [5Jdan ayat (61 uu No. 22 tabun 194g itu put, Jrprt diketahui bahwa maknakeistimewaan Daerah yogyakarta adarah pada konteks kepemimpinannya, yaitudiberikannya hak otomatis kepada keruarga keturunan penguasa KesurtananYogyakarta dan Kadipaten pakuaraman masing-masing sebagai Kepara Daerah danWakil Kepala Daerah Daerah Istimewa yogyakarta.
Seterah berdiri serama lebih kurang 5 tahun, eksistensi DIy sebagai bagiandari Negara Repubrik Indonesia memperoreh randasan hukum rebih kuat, yaiturlengan dibentuknya uu No' 3 tahun 19s0 tentang pembentukan Daerah Istimewa
' ':gyakarta' Namun uu yang berfungsi sebagai landasan yuridis DIy ini ternyata ti_'Jak mengarur substansi keistimewaannya. d; ;;;itu, t 
"tit, muncur persoarantentang rotasi kepemimpinan di DIY, uu ini tidak dapat memberikan jawaban secara:.:.sti.
semangat apakah yang terkandung dalam uU tersebut berkait dengansubstansi keistimewaan DIy yang tidak diaturnya itu ? Dengan menggunakan metode';iterpretatie drgumentum o-contrarlo terhadap adagium lex specialis derogat legioenerally' dapat diperoleh pengertian bahwa isi keistimewaan yang dimaksud uU No.i tahun 1950 adalah makna keistimewaan sebagaimana dimaksud uu No. 22 tahun1948, yaitu keistimewaan daram konteks kepemimpinan yang memberikan hak oto_
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matis kepada keturunan keluarga Kesultanan dan Pakualaman masing-masing seba-
gai Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY.
Rumusan substansi keistimewaan DIY yang sudah relatif jelas tersebut
ternyata tidak diikuti secara konsisten oleh pembuat undang-undang berikutnya.
Dibentuknya UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
{LNRI Tahun 1957 No. 6) didalamnya justru mengandung semangat membatasi,
bahkan menghapus substansi keistimewaan DIY dalam konteks kepemimpinannya.
Daiam Pasal 25 ayat [1] dan ayat [2) UU tersebut ditentukan:
Ayat [1i Kepala Daerah Istimewa diangkat dari calon yang diajukan oleh Dewan
Perwakilan Ralgzat Daerah dari keturunan keluarga yang berkuasa di
daerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih
menguasai daerahnya, dengan memperhatikan syarat-syarat
kecakapan, kejujuran, kesetiaan serta adat-istiadat dalam daerah itu,
dan diangkat dan diperhentikan oleh :
a. Presiden bagi Daerah Tingkat I
b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi
Daerah Iscimewa Tingkat II Can III"
Ayat {2} Untuk daerah istimewa Cai:at diangkat Can calon yaag diajukan oleh
Dev.,'an Perwakilan Rakyat Datrah seorailg r,rraki! lr:epala daerall isti-
mew'a yang diangkat dan diperhentikan oleh penguasa yafig men-
gangkat/memperhentikan kepala daerah istimewa, dengan mem-
perhatikan syarat-syarai tersebut dalam ayat IU.
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa makna keistimewaan DIY ter-
letak pada jabatan kepala daerahnya yang harus berasal dari keturunan keluarga
yang berkuasa secara turun-temurun sejak sebelum terbentuknya Republik Indone-
sia hingga saat ini, yakni keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan keturunan
Sri Paku Alam VIII. Ketentuan Pasal 25 dapat diketahui bahwa yang harus diajukan
oleh DPR.D sebagai calon Kepaia dan.latau Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ialah keturunan Sri Sultan dan keturunan Sri Paku AIam yang sedang berkuasa pada
saat itu [yang dimaksud ialah Hamengku Buwono IX dan Pakul Alam vlllJ.
Dengan demikian semua keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
keturunan Sri Paku Alam VIll masing-masing berhak dan memiliki kesempatan yang
sama untuk diajukan oleh DPRD sebagai calon Kepala dan/atau Wakil Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pasal 25 ayat [1J uU itu juga mengandung maksud, dalam
proses pencalonan perlu dilakukan seleksi diantara keturunan-keturunan Sri Sultan
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danfatau sri Paku AIam oleh []PRD, sehingga diperoleh calon Kepala Daerahdan/atau wakii Kepara Daerah DIy yang memeriuhi syarat kecakapan, kejujuran,kesetiaan dan adat-istiadat.
Berdasarkan pemahaman tersebut beranti substansi keistimewaan DIy yangdikehendaki pembuat undang-undang bukan terletak pada kontekskepemimpinannya yang memberikan hak otomatis kepada Sultan yogyakarta dan:otpati Paku Alam yang sedang bertahta masing-masing sebagai Kepala Daerah danrirakii Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. sultan dan Adipati pakualaman
''ang sedang bertahta jika berkenan dapat diusulkan kepada presiden diangkatreeniadi Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah DIy, namun dalam proses
'=ncaionannya harus melalui seleksi dan dikompetisikan dengan keturunan-keturunan Surtan Hamengku Buwono IX atau Sri paduka paku AIam VIII lainnya.
Substansi keistimewaan yang hendak dibangun menurut uu ini hanya terletakpada pemberian kedudukan yang kuat kepada Kepala dan/atau wakil Kepala DaerahDIY yang telah dianggkat dengan prosedur pasar 25 di atas, yaitu tidak dapatdijatuhkan oleh DPRD' Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepaladan/atau wakil Kepala Daerah DIY langsung berada di tangan presiden. KewenanganPresiden itu bertentangan dengan asas ketatanegaraan yang dianut uuDS 1950yakni sistem parrementer yang memberikan wewenang kepada DPRD untuk
*ienjatuhkan atau menurunkan pimpinan eksekutif daerah. Disinilah letakkeistimewaan DIY yang dikehendaki pembuat uU No, 1 Tahun tgs7.
Rumusan substansi keistimewaan DIy, yang sudah cukup jeras diatur daramr-'-! ri'o. 1 Tahun '1,957, ternyata tidak diikuti pula oreh pernbentuk uu pada masas:telah berlakunya kembari uuD 1945 dan berrakunia demokrasi terpimpinilibentuknya uu No' 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan DaerahILNRI tahun 1965 No. 83] sebagai pengganti uu No. 1 Tahun 1957 memperlihatkan
adanya paradigma baru dari legislator dalam memaknai substansi keistimewaan DIyyaitu keinginan membatasi keistimewaan DIy daram konteks kepemimpinannya.Dalam Pasar BB ayat{2) huruf b beserta penjelasannya dirumuskan :
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa yogyakarta yangsekarang, pada saat mulai berrakunya undang-undang ini, adarah Kepara Daerah danwakil Kepala Daerah propinsi Daerah Istimewa yogyakarta, yang tidak terikat padajangka waktu masa jabatan dimaksud pada pasal 17 ayat [1) dan pasar z1 ayat [5].
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Penjelasan Pasal itu menegaskan :
" 
.'. BaginSra tidak terikat jangka waktu masa jabatan dimaksud Pasai 17
ayat [1) dan Pasal 21 ayat f5), denga:"t pengertian bahwa bagi pengangkatan
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kemudian, berlaku ketentuan
proseduril menurut Pasal 77 dan 72".
Adapun sebagian isi Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 18 Tahun 1965 beserta
penjelasannya yang ditunjuk sebagai landasan pengangkatan Kepala Daerah
dan/Wakil Kepaia Daera}: berikutnya adalah sebagai berikut.
Pasai 11 :Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh :
a. Presiden bagi Daerah Tingkat I, ...
:Kepaia Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari sedikit-
sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang ber-
sangkutan.
Pasa-i 12
Penjeiasan Pasa} ii sa,npai dergan i4. antala lairr rr:enegaskan :
"Cara-cara i;ntrik ciapai rneriCuduki jabatan [,;epala daerah, diatur daiam
pasai i L, 12, 13. dan i.{, ru,airri bagi }iepala };.er.ah T.ingkat I diangkat ok:ii
Presiden atas pilncaicnan Devuai, Per"wakilal Raiqyat Daerah vang bersang-
kutan rnelalui Menteri Dalam Negeri, ,.."
Berdasarkan ketenttian-ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa UU itu
bermaksud membatasi keistimewaan DIY dalam konteks kepemimpinannya, yakni
hanya berlaku sampai berakhirnya kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
dan Sri Paku Alam VIII sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sedangkan daiam
pengangkatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah DIY selanjutnya harus
diiakukan meiaiui prosedur pencaionan oleh DPRD yang clapat dilakukan dengan
rnenggunakan sistern pemi li han.
Dalam UU itu iuga tersirat maksud untuk menghapus sama sekali sifat isti-
mewa suatu daerah, termasuk DIY meskipun kehendak UU itu tidak pernah terwujud
sampai saat berakhir masa beriakunya. Maksud menghapus sama sekali
kiestimewaan suatu daerah istimewa tertuang dalam Pasal BB ayat (2)a dan penjela-
san Pasai i dan Pasal 2 yang sebagian isinya adalah sebagai berikut.
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i-sai BB Ayat{2}a:
si''ci istimewa suatu daersh yang beroasarkan atas ketentuan mengingatkedudukan dan hak-hak asar-usur daiam pasar 18 undang_undang Dasar yangmasih diakui dan berlaku hingga sekarang atau sebutan daerah istimewa atasalasan lain, berlaku terus hingga dihapuskan.
Penjeiasan pasal 1 danZ berbunyi :
bahwa "Daerah" adalah istilah tehnis bagi penyebutan sesuatu bagian teri-toir dan nama "propinsi", "Kabupaten,,dan sebagainya adarah menunjukkan je_nis daerah, maka daerah yang bersifat .,istimewa,,yang didasarkan atas keten_tuan dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar atau yang ditetapkan oleh pemerin-tah atas alasan lain, disebut daerah istimewa. Karena itu, maka sebuton DaerahYogyakarta dengan sifat keistimewaannya yang bersumber pada pasar 18 un_dang-Undang Dasar dan sebutan Daerah Istimewa Aceh dengan keistimewaan-nya yang terletak dalam suatu kebijaksanaan khusus pemerintah pusat terha_dap beberapa bidang urusan pemerintah an, berdosarkan pasar BB ayat (2), ber_loku terus hingga dihapuskan atau diganti dengan peraturan-peraturan perun-danganyang sah.
upaya membatasi makna keistimewaan DIy itu, daram proses regulasi peme_rintahan daerah di masa orde Baru juga tetap mewarnai pemikiran para pembentukuu. Dalam pembahasan RUU di DpR yang kemudian disahkan menjadi uu No. 5 Ta_hun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LNRI tahun 1974 No. 3BJ,mengemuka perdebatan dalam memaknai keistimewaan Daerah yogyakarta dianta-ra Fraksi-Fraksi di DPR' Fraksi ABRI dan Fraksi Karya pembangunan menghendakidiiakukan pembatasan keistimewaan daram konteks iepemimpinan DIy hanya sam_nai pada sri sultan Hamengku Buwono IX dan sri paku AIam vlll. Sedangkan Fraksi!-ersatuan Pembangunan dan Fraksi Demokrasi Indonesia menginginkan tetap mem-berii<an hak otomatis kepada keturunan penguasa di Kesultanan yogyakarta dan Ka-crpaten Pakualaman sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah DIy (salmani.::ti"lan, Bernas, 19gSJ.
selain itu, uu No. 5 Tahun r,974 sangat diwarnai semangat keseragamanpengaturan pemerintahan daerah yang diantaranya dilakukan dengan menghapussemua daerah istimewa, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota |akarta. Keinginantersebut tersirat daram konsideran bagian menimbang huruf c yang menyatakanbahwa "sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukanPemerintah Daerah sejauh mungkin diseragamkan,,. Keinginan menghapus keisti_mewaan suatu daerah melalui kebijakan unifikasi pemerintahan daerah itu, selama
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berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 belum dapat dilakasankan secara menyeluruh;
;:;ahkan secara tidak langsung UU ini mengakui keistimewaan Daerah Yogyakarta da-
larn konteks kepemirnpinannya, seperti termuat dalarn pasal 91b yang berbunyi :
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang seka-
rang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-
undang ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada ketentuan masa
jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah lainnya.
Ketentuan Pasal 91b hanya berisi penetapan kembali Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah DIY yang berkuasa ketika itu untuk melanjutkan jabatannya
dengan masa jabatan yang tidak ditentukan. Dengan demikian masa jabatan Sri
Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur/Kepala Daerah dan Sri Paku Alam
Viil sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah DIY berlaku seumur hidup.
Adapun ketentuan bagaimana pengisian jabatan Gubernur/ Kepala Daerah DIy
setelah beliau mangkat tidak diatur secara tegas cialam uu No. 5 tahun 1974.
Mernasuki era reformasi, persepsi pemL,ent,.rk undang-undang terhadap
substansi keistirnewaan DIY juga beiurrr menunjukkan kepastian hukum yang jelas"
Dibentirkny-a UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah II-NRI tahun 1999
i'ri'3. i 46, TLI{&.! itlo. 3978i temyata juga tidak mengatur mengenai substa.nsi
:i:istlmervvaan DIY. Dalam menentukan kepemimpinan DIy, UU ini hanya menunjuk
berlakunya ketentuan dalam UU No. 5 tahun Lg74 sebagaimana tertuang dalam pasal
122 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut.
Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istirnewa Aceh dan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun L9Z4 adalah
tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Istimewa
'4ceh dan Provinsi lstimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini,
Daram Penjeieasan atas pasal iersebut ditegaskan :
'..pengakuan keistime$raan Provlnsi Daerah Istimewa Yogyakarta dida-
sarkan pada asal-usul dan perannya dalam sejarah perjuangan nasional, se-
dangkan isi keistimewaan adalah pengangkatan Gubernur dengan memper-
timbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur
dengan mempertirnbangkan calon dari keturunan Paku Alarn yang meme-
nuhi syarat sesuai dengan Undang-undang ini ...
Fakultas Hukunn
U N IVERS ITAS FRCKI.AMAS ! 4,5 Y OGYA.i{A.RTA- JURNAT ILMIAHL00
CAKRAW ALA I-{UKIJEI Vol Vl No.2 Tahun 2011
Penjelasan Pasal 122 uu lrio. 32 Tahun 2004 tersebut sedikit menunjukkan
: :ielasan daram memaknai isi keis.rimewaan Dxy yakni di mana ditentukanpengangkatan Gubernur dan wakii Gubernur DIy harus dilakukan denganmempertirnbangkan calon dari keturunan sultan yogyakarta dan keturunan pakuAIam' Dengan demikian penjelasan Pasal L22 mengisyaratkan diberikannyakesamaan hak kepada semua keturuna-n sultan Yogyakarta untuk mencalonkan riiri:ebagai Gubernur dan keturunan Paku Alam sebagai wakil Gubernur DIy. Dengani'a'ta lain uu ini tidak memberikan hak otomatis meralui cara penetapan kepadaitiitan Yogyakarta dan Paku Alam yang bertahta menjabat sebagai Gubernur dani,^,t'akli Gubernur DIy.
Kata ""' mempertimbangkan calon dari keturunan sultan yogyakarta 
... dst.,,mengandung arti pura bahwa daram pengangkatan Gubernur dan/atau wakilGubernur DIY dimungkinkan menggunakan sistem pemilihan dengan memberikankesempatan kepada setiap orang untuk berkompetisi aatam pencalonan Gubernurdanfatau wakir Gubernur DIy bersama dengan caron-caron yang berasal dariketurunan Raja dua Kerajaan yogyakarta itu.
setelah dilakukannya amandemen uuD \g4s,khususnya perubahan pasar 1g,maka uu No' 22 tahun lgggyangpembentukannya berdasarkan pasal 18 uuD 1945irarus diubah pula' untuk itu kemudian dibentuk UU No. 32 Tahun 2004 tentangiiemerintahan Daerah ILNRI tahun 2004 No. 125J. Dalam uu No. 32 Tahun 2004s':bstansi keistimewaan DIy ragi-ragi tidak diatur secara tuntas sebagaimana
:"1:kehendaki Pasai 1BB uuD NRI 1945. Pengaturan substansi keistimewaan DIyir:snrbali dilakukan hanya dengan menetapkan ketentuan yang terah berraku pada uusebelumnl'a. Hal tertuang daram rumusan pasar 226 ayat {2)yang menyatakan :
Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta sebagaimanadimaksud daram undang-undang Nomor z2 Tahun rggg,adarah tetap den_gan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi Daerah Isti-
mewa yogyakarta didasarkan pada Undang_Undang ini.
Berdasarkan ketentuan tersebut berar[i pembentuk uu No. 32 Tahun 2004memiliki kesamaan persepsi tentang substansi keistimewaan DIy dengan pernbentukuu No' 22 Tahun 1999 yakni bukan daram konteks kepemimpinannya. persepsi ituIiemudian direaiisasikan merarui pengangkatan surtan Hamengku Buwono X [tahun1qq8i sebagai Gubernur dan Paku Alam IX (tahun 2001) sebagai wakil Gubernur DIy
"1'ang dibatasi masa jabatannya. Pernbatasan masa jabatan Gubernur dan wakil:-'"ibeinur DIY itu pada hakikatnya merupakan sikap penolakan pemerintah pusatierhadap wacana keistimewaan DIy yang diletakkan dalakm konteks
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kepernimpinannya, yaitu diberikannya hak otomatis Sultan Hamengku Buwono X dan
Paku Alam trX untuk rnemimpin DIY selama hayatnya sepanjang beliau berdua
niemegang tahta Keraj aannya masing-masing.
Sehubungan dengan hal tersebut, dinamika wacana keistimewaan DIY yang
diantaranya diwarnai dengan sikap ketidak-sediaan Sri Sultan Hamengku Buwono X
diangkat kembali menjadi Gubernur untuk masa jabatan ketiga [setelah berakhirnya
masa jabatan kedua pada tahun 2008J dapat dimaknai sebagai bentuk protes
sekaligus gugatan atas perlakukan Pernerintah Pusat terhadap DIY yang selalu
rrrenoiak rnemaknai isi keistirnevaaan DIY iiaiam konteks kepemimpinannya.
l{ipotesisnya, apabila Penterintah Fusat menerima \/acana substansi keistimewaan
DIY dalarn konteks kepemimpinannya, maka pengangkatan Sri Sultan Hamengku
Buwono X sebagai Gubernur dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY cukup
dilakukan sekali saja dengan masa jabatan yang beriangsung selama hayat beliau
masing-masing.
Dari uraian di atas, secara garis besar dapat diketahui bahwa keistimewaan
*lY yang persepsikan pernbentuk UU selama ini, termasuk yang diingini Pemerintah
Pusat, bukan pada konteks kepemimpinannya. Dengan demikian, apa yang oleh
peiabr.iat undang-undang liarus dileta-kkari sebagai isi keistirnewaan DIY. Realita
sejarah l.;etatanegaraan 'rnem.L'r":rikan pemai:arca.n loah:*,a persepsi pembentuk
undang-ucdang tenrang subsiarisi keistrmcwaan DIY harrya dalam drra hai saja yait* :
PertGm*, Isiirnewa dalain hai Sejarah Pe:,nLrentukaa Pemerintahan Daerahnya
i:ebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 dan Penjelasannya, khususnya
mengenai ketentuan hak asal-usul suatu daerah dalam teritoir Negara Indonesia
yang terdapat lebih kurang 250 zelJbestuurende-landschappen dan volks-
gemeenschappen, serta fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik
sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga
sekarang dalam memajukan Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Indonesia; Kedua,
isrimewa dalam hai Bentuk Pemerintahan Daerahnya yang merupakan gabungan dua
i,..ilayah Kesultanan dan Pakuaiaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang
h.:rsifai P;erajaan dalam satlr kesatuan r,rrila-vah Negara Kesatuan Republik Indonesia
l,cLagairnana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 7945,5 Oktober 1945 dan UU
No,3 Tahun1950J.
Persepsi substansi keistimewaan itu dalam Draft RUUK versi Pemerintah
ir'O1OJ dan versi |lF Fisipol UGM [2007) lebih dikonkritkan dengan menentukan
:,-::bstansi keistlrnewaan DIY terletak pada tlga aspek, yaitu Pertamd, mendudukan
Kesultanar: dan Pakulaman sebagai satu lembaga budaya yang berada di luar
birokasi pemerintahan, dengan peranan, wewenang, dan fungsi khusus; Kedua,
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keistimewaan daram pengaturan tata ruang, dan Ketiga, keistimewaan dalampengaturan tanah Kraton yaitu sultar-rat Gro.:.rd (sG] dan pakualam Grond IPAG.J
l-enutup
u".,rroll,1,ffi:'l uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa
1' sejak berintegrasi ke daram Negara Kesatuan Repubrik Indonesia,Yogyakarta yang ditetapkan bersifat istimewa dan setingkat dengan daerahprovinsi, seraru menjadi obyek pengaturan diatur daram pasar tersendiridalam setiap UU tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku. orehkarena itu, daram setiap uu tentang pemerintahan daerah dapat digalimaksud dan semangat pembuatnya mengenai substansi keistimewaan DIy.2' substansi keistimewaan DIy yang dipersepsikan pembentuk undang-undang fsebagaimana tercermin daram setiap uu tentang pemerintahandaerah] adalah serama ini seraru terfokus daram kontekskepemimpinannya' Namun demikian tidak selalu dalam arti melekatkanjabatan surtan dan paku AIam yang sedang bertahta otomatis sebagaiGubernur dan wak, Gubernur DIy. persepsi pembentuk undang_undangbahwa substansi keistimewaan DIy terlekat aatam kepemimpinan DIy dimana Sultan dan paku Aram otomatis sebagai Gubernur dan wakilGubernur hanya tampak secara jeras daram uu No. zz Tahun 1g4g.sedangkan daram UU tentang pemerintahan daerah lainnya yaitu uu No. iTahun 1957, uu No. 18 Tahun 1965, uu No. 5 Tahun 1g74,uu No. 22Tahun 1gg9 dan uu No. 32 Tahun 20a4, pembentuk uu berkehendakmembatasinya, bahkan pada masa demokrasi parrementer (uu No. L Tahun1957) dan demokrasi terpimpin, pembentuk uu bermaksud menghapussama sekari isi keistimewaan DIy daram konteks kepemimpinannya itu.3' Pembentuk uu dari waktu ke waktu hampir seraru mempersepsikan bahwaisi keistimewaan DIy daram konteks kepemimpinannya hanya berraku bagisri Sultan Hamengku Buwono IX dan paku AIam vrr saja. oreh karena itu,untuk masa berikutnya subtsansi keistimewaan bagi Daerah IstimewaYogyakarta hanya tercliri atas dua hal saja, yaitu :
Fertama, istimewa daiam har Sejarah pembentukannya sebagaimana diaturdalarn UUD 1945, pasal 1B dan penjelarrrrrr,---"^"",
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Kedua, Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahannya yang merupakan
penggabungan dari dua wiiayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi satu
daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan.
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